
 

 

 

 

 

BUPATI  SUKOHARJO 

 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 

NOMOR 67 TAHUN  2011 

 

TENTANG 

 

IZIN PEMANFAATAN RUANG 

 

DENGAN RAHMAT  TUHAN YANG MAHA ESA 

 

 

BUPATI SUKOHARJO,  

 

Menimbang :    bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 68, Pasal 69, Pasal 

70, Pasal 71, dan Pasal 72 Peraturan Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031, 

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin 

Pemanfaatan Ruang; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 

3. Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang                      

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4724); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang 

Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan 

Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5100); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 
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11. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang 

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 

2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 

12. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang 

Kebijakan Nasional di bidang Pertanahan. (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60); 

13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 

Peraturan Perundang-undangan; 

14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 168); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 

2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor Tahun 

2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Nomor 178). 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 

Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Sukoharjo Tahun  2011-2031 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor Tahun 2011 Nomor 

14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 

Nomor 192). 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PEMANFAATAN 

RUANG. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 

4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, 

dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai 

satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain 

hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan 

hidupnya. 

5. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 

6. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman 

dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi 

sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat 

yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. 

7. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam 

suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk 

fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi 

daya. 

8. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 

9. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan 

tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian 

pemanfaatan. 

10.Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan 

struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata 

ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program 

beserta pembiayaannya. 
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11.Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi 

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik 

daerah dengan nama dan bentukapapun, persekutuan,   

perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau 

organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk 

usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya. 

12.Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. 

13.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan 

kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan 

memperoleh keuntungan laba, baik yang diselenggarakan 

perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan 

hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 

14. Group Perusahaan adalah dua atau lebih badan usaha 

yang sebagian usahanya dimiliki oleh orang atau badan 

hukum yang sama, baik secara langsung maupun melalui 

badan hukum lain dengan   jumlah   atau   sifat   pemilikan   

saham  tersebut  secara  

langsung atau tidak langsung menentukan jalannya 

penyelenggaraan atau jalannya badan usaha. 

15.Perizinan adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah 

dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau 

badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, 

pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan 

ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, 

sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan 

umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 

16.Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan 

dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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BAB II 

IZIN PEMANFAATAN RUANG 

Bagian Kesatu 

Ketentuan Perizinan 

Pasal 2 

Setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang 

untuk kegiatan pembangunan fisik dan/atau untuk keperluan 

lain wajib memperoleh izin pemanfaatan ruang dari Bupati 

atau pejabat yang ditunjuk. 

Pasal 3 

Izin pemanfaatan ruang diberikan untuk : 

a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata 

ruang, peraturan zonasi dan standar pelayanan minimal 

bidang penataan ruang; 

b. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan 

c. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas. 

Bagian Kedua 

Izin Pemanfaatan Ruang 

Pasal 4 

Izin pemanfaatan ruang meliputi : 

a. Izin Prinsip; 

b. Izin Lokasi; 

c. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah; 

d. Izin Perubahan Penggunaan Tanah; 

e. Izin Penetapan Lokasi; dan 

f. Izin Mendirikan Bangunan. 
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Bagian Ketiga 

Izin Prinsip 

Pasal 5 

Izin prinsip adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk 

menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan 

untuk diselenggarakan atau beroperasi.  

Pasal 6 

(1) Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan 

kegiatan penggunaan lahan wajib mendapatkan izin 

prinsip dari Bupati. 

(2) Izin prinsip merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan 

berdasarkan aspek teknis, politis dan sosial budaya 

sebagai dasar dalam meperoleh izin lokasi. 

(3) Izin prinsip belum dapat dijadikan dasar untuk 

pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.  

Bagian Keempat 

Izin Lokasi 

Pasal 7 

(1) Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada orang atau 

badan untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam 

melakukan aktivitasnya. 

(2) Izin lokasi merupakan dasar untuk melakukan 

pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang. 

(3) Pembebasan lahan oleh badan yang mengakibatkan 

pemegang izin lokasi menjadi pemegang hak atas tanah 

hanya bisa dilakukan oleh badan usaha yang berbadan 

hukum. 

(4) Izin lokasi diberikan berdasarkan izin prinsip. 
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Pasal 8 

Pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang yang 

memerlukan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

ayat (2) adalah : 

a. untuk kegiatan pertanian lebih besar atau sama dengan 25 

(dua puluh lima) hektar. 

b. untuk kegiatan non pertanian lebih besar atau sama 

dengan 1 (satu) hektar.   

Pasal 9 

Izin Lokasi tidak diperlukan dan dianggap sudah dimiliki 

dalam hal : 

a. lahan yang akan diperoleh merupakan pemasukan (inbreng) 

dari para pemegang saham; 

b. lahan yang akan diperoleh merupakan lahan yang sudah 

dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan 

pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman 

modal perusahaan lain tersebut dan untuk itu telah 

diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang; 

c. lahan yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan 

penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai 

dengan  rencana tata ruang kawasan pengembangan 

tersebut; 

d. lahan yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan 

kegiatan yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah 

diperoleh izin perluasan kegiatan sesuai ketentuan yang 

berlaku, sedangkan letak lahan tersebut berbatasan 

langsung dengan lokasi kegiatan yang bersangkutan. 

Pasal 10 

(1) Izin lokasi diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut : 

a. Izin lokasi dengan keluasan lahan sampai dengan 25 

(dua puluh lima) hektar jangka waktu izin 1 (satu) 

tahun; 
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b. Izin lokasi dengan keluasan lahan diantara 25 (dua 

puluh lima) hektar sampai dengan 50 (lima puluh) 

hektar jangka waktu izin 2 (dua) tahun; 

c. Izin lokasi dengan keluasan lahan lebih dari 50 (lima 

puluh) hektar jangka waktu izin 3 (tiga) tahun; 

(2) Apabila dalam jangka waktu izin lokasi sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) perolehan lahan belum selesai, 

maka izin dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 

(satu) tahun, dengan ketentuan lahan yang sudah diperoleh 

mencapai lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari luas 

lahan yang ditunjuk dalam izin lokasi. 

(3) Permohonan perpanjangan harus diajukan paling lambat 

15 (lima belas) hari kerja sebelum jangka waktu izin lokasi 

berakhir disertai dengan alasan perpanjangan. 

Pasal 11 

Apabila perolehan lahan tidak diselesaikan dalam jangka 

waktu izin lokasi, termasuk perpanjangannya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan perolehan lahan tidak 

dapat lagi dilakukan oleh pemegang izin lokasi, maka terhadap 

lahan yang telah diperoleh dilakukan tindakan sebagai 

berikut: 

a. dipergunakan untuk melaksanakan rencana pemanfaatan 

ruang dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan, 

dengan ketentuan bahwa apabila diperkirakan masih dapat 

dilaksanakan perolehan lahan sehingga diperoleh lahan 

yang merupakan satu kesatuan bidang; 

b. dilepas kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi 

syarat. 

Pasal 12 

Apabila badan atau orang yang telah memperoleh izin lokasi 

dan akan melanjutkan perolehan lahannya untuk kegiatan 

pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 

maka wajib mengajukan izin lokasi baru. 
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Bagian Kelima 

Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah 

Pasal 13 

Izin penggunaan pemanfaatan tanah adalah izin pemanfaatan 

ruang yang wajib dimiliki orang atau badan yang akan 

mendirikan bangunan dalam rangka kegiatan pemanfaatan 

ruang. 

Pasal 14 

Jenis peruntukan penggunaan tanah yang wajib memiliki izin 

penggunaan pemanfaatan tanah adalah bangunan sebagai 

berikut : 

a. perumahan yang bersifat komersial; 

b. pendidikan; 

c. perkantoran; 

d. perhotelan; 

e. perdagangan/jasa; 

f. industri dan gudang kecuali industri rumah tangga; 

g. rumah sakit/balai pengobatan; 

h. peternakan; 

i. sarana ibadah umum; 

j. sarana olahraga; 

k. menara telekomunikasi; 

l. tempat pembuangan sampah; 

m. stasiun televisi/radio; dan 

n. kegiatan lain sesuai peraturan perundang-undangan. 

Pasal 15 

(1) Izin penggunaan pemanfaatan tanah diberikan untuk 

jangka waktu : 

a. Izin penggunaan pemanfaatan tanah dengan keluasan 

tanah sampai dengan 25 (dua puluh lima) hektar jangka 

waktu izin 1 (satu) tahun; 
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b. Izin penggunaan pemanfaatan tanah dengan keluasan 

tanah diantara 25 (dua puluh lima) hektar sampai 

dengan 50 (lima puluh) hektar jangka waktu izin 2 (dua) 

tahun; 

c. Izin penggunaan pemanfaatan tanah dengan keluasan 

tanah lebih dari 50 (lima puluh) hektar jangka waktu 

izin 3 (tiga) tahun. 

(2) Apabila dalam jangka waktu izin penggunaan 

pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

pendirian bangunan belum selesai, maka izin dapat 

diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun, 

dengan pendirian bangunan mencapai lebih dari 50 % 

(lima puluh persen) dari rencana pembangunan yang 

ditunjuk dalam izin penggunaan pemanfaatan tanah. 

(3) Permohonan perpanjangan harus diajukan paling lambat 

15 (lima belas) hari kerja sebelum jangka waktu izin 

penggunaan pemanfaatan tanah berakhir disertai dengan 

alasan perpanjangan. 

Bagian Keenam 

Izin Perubahan Penggunaan Tanah 

Pasal 16 

(1) Izin perubahan penggunaan tanah adalah izin pemanfaatan 

ruang yang wajib dimiliki orang atau badan yang akan 

melaksanakan kegiatan yang akan mengubah peruntukan 

penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian 

dengan batasan keluasan 1 (satu) hektar. 

(2) 1 (satu) izin perubahan penggunaan tanah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) lokasi 

tanah. 

Bagian Ketujuh 

Izin Penetapan Lokasi 

Pasal 17 

Izin penetapan lokasi adalah izin pemanfaatan ruang yang 

diperlukan oleh instansi pemerintah yang akan melaksanakan 

pengadaan tanah. 

 



 12 

 

Pasal 18 

(1) Izin penetapan lokasi diberikan untuk jangka waktu 1 

(satu) tahun. 

(2) Apabila dalam jangka waktu izin sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) perolehan tanah belum selesai, dapat 

diperpanjang waktunya selama 1 (satu) tahun. 

Pasal 19 

Instansi pemerintah yang telah menerima izin penetapan lokasi 

dapat memulai kegiatan perolehan tanah dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

a. bila tanah yang diperlukan luasannya lebih dari 1 (satu) 

hektar, perolehan tanah harus melalui panitia pengadaan 

tanah. 

b. bila tanah yang diperlukan luasannya kurang dari 1 (satu) 

hektar, perolehan tanah dapat dilakukan secara langsung 

oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan 

pemegang hak atas tanah. 

Bagian Kedelapan 

Izin Mendirikan Bangunan 

Pasal 20 

(1) Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan 
oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk 
membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau 
memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai 
dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis 
yang berlaku. 

(2) Jenis bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah : 

a. bangunan gedung; dan 

b. bangunan bukan gedung. 

Pasal 21 

(1) Jenis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 20 ayat (2) huruf a berfungsi sebagai : 

a. hunian; 

b. keagamaan; 
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c. usaha; 

d. sosial dan budaya; dan 

e. campuran. 

(2) Fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a terdiri atas bangunan gedung hunian rumah tinggal 

sederhana dan rumah tinggal tidak sederhana. 

(3) Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b terdiri atas masjid atau mushola, gereja, vihara 

klenteng, pura dan bangunan pelengkap keagamaan. 

(4) Fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

terdiri atas perkantoran komersial, pasar modern, rumah 

took, rumah kantor, mall atau supermarket, hotel, restoran, 

pabrik atau industry dan lain – lain sesuai aturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

(5) Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf d terdiri atas bangunan olah raga, bangunan 

pemakaman, bangunan kesenian atau kebudayaan, 

bangunan pasar tradisional, bangunan kesehatan, kantor 

pemerintahan, bangunan panti jompo, panti asuhan dan 

lain-lain sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. 

(6) Fungsi campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf e terdiri atas lebih dari satu fungsi bangunan. 

Pasal 22 

Jenis bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 20 ayat (2) huruf b terdiri atas : 

a. pelataran untuk parkir, lapangan tenis, lapangan basket, 

lapangan golf dan lain-lain sejenisnya; 

b. pondasi, pondasi tangki dan lain-lain sejenisnya; 

c. pagar tembok/besi dan tanggul/turap dan lain-lain 

sejenisnya; 

d. septic tank/bak penampungan, bekas air kotor dan lain-

lain sejenisnya; 

e. sumur resapan dan lain-lain sejenisnya; 
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f. teras tidak beratap atau tempat pencucian dan lain-lain 

sejenisnya; 

g. dinding penahan tanah dan lain-lain sejenisnya; 

h. jembatan penyeberangan orang, jembatan jalan perumahan 

dan lain-lain sejenisnya; 

i. penanaman tangki, landasan tangki, bangunan pengolahan 

air, gardu listrik, gardu telepon, menara, tiang 

listrik/telepon dan lain-lain sejenisnya; 

j. kolam renang, kolam ikan air deras dan lain-lain 

sejenisnya; dan 

k. gapura patung, bangunan reklame, monumen dan lain-lain 

sejenisnya. 

Pasal 23 

Izin mendirikan bangunan tidak diperlukan untuk kegiatan 

sebagai berikut : 

a. pekerjaan yang termasuk dalam pemeliharaan atau 

perbaikan ringan bangunan gedung yang tidak merubah 

denah bangunan, bangunan arsitektur dan struktur 

bangunan kecuali bangunan yang dilestarikan; 

b. membuat lubang-lubang ventilasi, penerangan dan 

sebagainya yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) meter 

persegi dengan sisi mendatar terpanjang tidak lebih dari 2 

(dua) meter; 

c. membuat kolam hias, taman, tiang bendera di halaman 

pekarangan rumah, patung-patung dengan ketinggian tidak 

lebih dari 2 (dua) meter; dan 

d. mendirikan kandang binatang peliharaan yang tidak 

menimbulkan gangguan bagi kesehatan dengan volume 

ruang tidak lebih dari 12 (dua belas) meter kubik. 
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BAB III 

DASAR PEMBERIAN IZIN 

Pasal 24 

Izin pemanfaatan ruang dapat diberikan berdasarkan 

pertimbangan mengenai: 

a. Aspek rencana tata ruang; 

b. Aspek pertimbangan teknis pertanahan yang meliputi tata 

guna tanah,  penguasaan tanah, penggunaan tanah, 

pemanfaatan tanah  

dan kemampuan tanah serta keadaan hak atas tanah yang 

bersangkutan; 

c. Aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. 

BAB IV 

TATA CARA PEMBERIAN IZIN  

Bagian Kesatu 

Persyaratan Administrasi 

Paragraf 1 

Izin Prinsip 

Pasal 25 

(1) Permohonan izin diajukan secara tertulis kepada Bupati 

melalui Kantor Penanaman Modal. 

(2) Persyaratan permohonan izin prinsip : 

a. mengisi formulir permohonan izin; 

b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon ; 

c. akte pendirian perusahaan 

d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; 

e. gambar letak lokasi/denah lokasi yang dimohon; 

f. rencana dan uraian lengkap usaha, termasuk 

biaya/modal usaha yang digunakan dan tenaga kerja 

yang digunakan. 

(3) Permohonan izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) dikaji secara teknis oleh Tim yang ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati. 
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(4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

Paragraf 2 

Izin Lokasi 

Pasal 26 

(1) Permohonan izin lokasi diajukan secara tertulis kepada 

Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat 

Daerah. 

(2) Persyaratan permohonan izin lokasi : 

a. foto copy izin prinsip yang telah diperoleh; 

b. foto copy kartu tanda penduduk pemohon; 

c. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon; 

d. foto copy akte pendirian perusahaan yang telah 

disahkan oleh pejabat yang berwenang; 

e. gambar letak tanah/denah letak tanah yang dimohon 

dan/atau foto copy bukti kepemilikan tanah yang akan 

diperoleh; 

f. foto copy surat pemberitahuan pajak terutang pajak 

bumi dan bangunan (SPPT PBB) dari tanah yang 

direncanakan akan diperoleh; 

g. uraian rencana proyek yang akan dibangun dengan 

ditandatangani oleh pemohon; 

h. site plan; 

i. pertimbangan teknis pertanahan dari Kantor Pertanahan 

Kabupaten Sukoharjo; 

j. salinan surat persetujuan penanaman modal dari 

Presiden/BKPM bagi perusahaan Penanaman Modal 

Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri 

(PMA/PMDN); 

k. rekomendasi teknis tata ruang dari Badan Koordinasi 

Penataan Ruang Daerah (BKPRD). 
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l. surat pengantar Lurah/Kepala Desa yang diketahui 

Camat untuk pengurusan izin pemanfaatan ruang 

dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

(3) Permohonan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) dikaji oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan 

Bupati. 

(4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

Pasal 27 

(1) Permohonan perpanjangan izin lokasi diajukan secara 

tertulis kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan 

Sekretariat Daerah. 

(2) Persyaratan permohonan perpanjangan izin lokasi : 

a. alasan permohonan perpanjangan; 

b. foto copy surat keputusan izin lokasi yang akan 

diperpanjang izinnya; 

c. laporan terakhir perolehan tanah dan pemanfaatan 

tanah; 

d. foto copy bukti perolehan tanah. 

Paragraf 3 

Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah 

Pasal 28 

(1) Permohonan izin penggunaan pemanfaatan tanah diajukan 

secara tertulis kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan 

Sekretariat Daerah. 

(2) Persyaratan izin penggunaan pemanfaatan tanah : 

a. foto copy kartu tanda penduduk pemohon; 

b. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon; 
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c. foto copy akte pendirian perusahaan yang telah 

disahkan oleh pejabat yang berwenang; 

d. gambar kasar letak tanah/denah letak tanah yang 

dimohon; 

e. foto copy bukti kepemilikan tanah; 

f. foto copy surat pemberitahuan pajak terutang pajak 

bumi dan bangunan (SPPT PBB); 

g. uraian rencana proyek yang akan dibangun dengan 

ditandatangani oleh pemohon; 

h. rekomendasi teknis tata ruang dari Badan Koordinasi 

Penataan Ruang Daerah (BKPRD); 

i. site plan; 

j. berita acara sosialisasi kepada warga masyarakat di 

sekitar lokasi; 

k. surat pengantar Lurah/Kepala Desa yang diketahui 

Camat untuk pengurusan izin pemanfaatan ruang 

dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

(3) Permohonan izin penggunaan pemanfaatan tanah 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikaji secara teknis 

oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

Pasal 29 

(1) Permohonan perpanjangan izin penggunaan pemanfaatan 

tanah diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui 

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah. 

(2) Persyaratan permohonan perpanjangan izin penggunaan 

pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 

a. alasan permohonan perpanjangan; 
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b. foto copy surat keputusan izin penggunaan pemanfaatan 

tanah yang akan diperpanjang izinnya; 

c. laporan terakhir perkembangan pendirian bangunan; 

dan 

d. foto copy bukti perolehan tanah yang telah diperoleh. 

Paragraf 4 

Izin Perubahan Penggunaan Tanah 

Pasal 30 

(1) Permohonan izin perubahan penggunaan tanah diajukan 

secara tertulis kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan 

Sekretariat Daerah. 

(2) Persyaratan izin perubahan penggunaan tanah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : 

a. foto copy kartu tanda penduduk pemohon; 

b. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon; 

c. foto copy akte pendirian perusahaan yang telah 

disahkan oleh pejabat yang berwenang; 

d. gambar kasar letak tanah/denah letak tanah yang 

dimohon; 

e. foto copy bukti kepemilikan tanah yang akan diperoleh; 

f. foto copy surat pemberitahuan pajak terutang pajak 

bumi dan bangunan (SPPT PBB) dari tanah yang 

direncanakan akan diperoleh; 

g. uraian rencana pemanfaatan lahan; 

h. site plan; 

i. rekomendasi teknis tata ruang dari Badan Koordinasi 

Penataan Ruang Daerah (BKPRD); 

j. pertimbangan teknis pertanahan dari Kantor 

Pertanahan Kabupaten Sukoharjo; 
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k. surat pengantar Lurah/Kepala Desa yang diketahui 

Camat untuk pengurusan izin pemanfaatan ruang 

dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

(3) Permohonan izin perubahan penggunaan tanah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji secara teknis 

oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

Paragraf 5 

Izin Penetapan Lokasi 

Pasal 31 

(1) Permohonan izin penetapan lokasi diajukan secara tertulis 

kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat 

Daerah. 

(2) Persyaratan permohonan izin penetapan lokasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : 

a. lokasi tanah yang dimohonkan izin; 

b. denah letak tanah; 

c. penggunaan tanah pada saat permohonan diajukan; 

d. pertimbangan teknis pertanahan dari Kantor Pertanahan 

Kabupaten Sukoharjo; 

e. uraian rencana proyek yang akan dibangun disertai 

keterangan mengenai aspek pembiayaan dan lamanya 

pelaksanaan pembangunan. 

(3) Permohonan izin penetapan lokasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dikaji secara teknis oleh Tim yang ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati. 

(4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 
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Paragraf 6 

Izin Mendirikan Bangunan 

Pasal 32 

(1) Permohonan IMB diajukan secara tertulis kepada                   

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.  

(2) Prosedur, tata cara dan persyaratan penerbitan Izin 

Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri. 

BAB V 

PENCABUTAN IZIN 

Pasal 33 

Izin pemanfaatan ruang dapat dicabut apabila : 

a. atas permintaan pemegang izin; 

b. data yang dilampirkan sebagai persyaratan tidak sama 

dengan keadaan yang sebenarnya; 

c. adanya kepindahan tempat usaha ke lokasi lain yang 

dikehendaki pemegang izin; 

d. menelantarkan tanah yang sudah memperoleh izin; 

e. melakukan kegiatan pembangunan diluar ketentuan izin 

yang telah ditetapkan; dan/atau 

f. tidak mengindahkan peringatan yang diberikan dan tidak 

melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam 

izin. 

BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 34 

Izin pemanfaatan ruang yang dalam proses penyelesaian pada 

instansi pelaksana tetap dilaksanakan oleh instansi pelaksana 

sampai diterbitkannya Izin Pemanfaatan Ruang. 
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BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 35 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 

2012. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo. 

 

 

           Ditetapkan di Sukoharjo 
           pada tanggal 31 Desember 2011 
 
           BUPATI SUKOHARJO, 
 
         ttd 
          
            WARDOYO WIJAYA 
    

Diundangkan di Sukoharjo 
pada tanggal  31 Desember  2011 
 
    Plt. SEKRETARIS DAERAH 
    KABUPATEN SUKOHARJO, 

 

                         ttd 
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